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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan secara sistematis yang telah dijabarkan oleh 

peneliti pada bab sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan, yakni: 

1. Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap obyek dalam 

jaminan fidusia merupakan hal yang legal dan dapat dibenarkan karena telah 

dikehendaki oleh UU Jaminan Fidusia. Secara khusus tindakan eksekusi 

dapat dibenarkan setelah prosedur yang telah ditetapkan oleh UU telah 

terpenuhi, mulai dari pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan 

fidusia, hingga adanya kepemilikan sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi, 

tindakan eksekusi berupapenarikan secara paksa obyek jaminan fidusia 

menjadi ilegal apabila dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut. 

Bahkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat 

dijerat dengan sanksi pidana. 

2. Adanya kewajiban melakukan pendaftaran terhadap obyek jaminan fidusia 

yang merupakan pengejawantahan dari adanya asas publisitas adalah bentuk 

perlindungan hukum terhadap kreditur dari tindakan eksekusi perusahaan 

yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan 

transparansi dan kepastian hukum dalam suatu jaminan fidusia. Tindakan ini 

dapat dikategorikan sebagai perlindungan huku preventif. Sementara itu, 

adanya putusan MK Nomor 18/PUU-VVIII/2019 harus dipandang sebagai 
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upaya lain untuk melindungi hak-hak debitur dari adanya tindakan eksekusi 

oleh perusahaan parate eksekusi, karnea pelaksanaan parate eksekusi 

merupakan hal yang dapat menggantikan posisi kekuasaan kehakiman yang 

melakukan fungsinya dalam memeriksa hingga memutus sengketa. Oleh 

sebab itu, setiap tindakan eksekusi harus melibatkan pengadilan, dan hal ini 

merupakan perlindungan represif karena dilakukan setelah adanya sengketa. 

Dengan adanya berbagai hal tersebut maka debitur dapat merasakan upaya 

perlindungan hukum yang mencerminkan pinsip-prinsip keadilan sosial, 

karena debitur memiliki hakyang sama dalam suatu jaminan fidusia. 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka untuk melengkapi penelitian ini, 

peneliti memberikan saran untuk mengatasi persoalan dalam penelitian ini, saran 

tersebut yakni: 

1. Pelaksanaan eksekusi oleh perusahaan selaku debitur harus dilakukan 

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibatasi 

sebelumnya dalam UU Jaminan Fidusia. 

2. Kesepakan terhadap adanya jaminan fidusia harus menempatkan 

perusahaan untuk wajib mendaftarakan jaminan fidusia sebagai bentuk 

adanya asas publisitas. Selain itu, adanya putusan MK tersebut harus 

dipandang sebagai bentuk untuk menjamin hak-hak debitur untuk 

memperoleh keadilan yang sama dengan posisi perusahaan sebagai 

pemberi kredit. 
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